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Sistem Pengawasan Peredaran Mushaf Al-Qur’an oleh Lajnah Pentashihan Mushaf Al-
Qur’an (LPMQ) Indonesia
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Perkembangan peredaran mushaf Al-Qur’an dalam bentuk cetak dan digital menuntut sistem pengawasan yang efektif untuk
menjamin keautentikan dan kesesuaiannya dengan ketentuan yang berlaku. Penelitian ini bertujuan menganalisis sistem
pengawasan mushaf Al-Qur’an oleh Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an (LPMQ) berdasarkan teori efektivitas hukum
Soetjono Sockanto serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambatnya. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif
melalui wawancara daring dan dokumentasi. Data dianalisis berdasarkan lima faktor efektivitas hukum Soetrjono Soekanto. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa pengawasan .LPMQ- mencakup pentashihan pra-cetak, pengawasan pascaterbit, mushaf impor,
serta pemantauan mushaf digital. Faktor sarana atau fasilitas tergolong efektif, sedangkan faktor hukum, penegak hukum,
masyarakat, dan kebudayaan tergolong cukup efektif. Efektivitas pengawasan didukung oleh kompetensi pentashih, pemanfaatan
teknologi, dan sinergi antarlembaga, sedangkan hambatannya meliputi keterbatasan regulasi digital, sumber daya manusia, serta
jangkauan pengawasan. Penguatan regulasi diperlukan untuk meningkatkan pengawasan mushaf Al-Qur’an di era digital.

Kata Kunci: Mushaf, Pengawasan, Peredaran
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PENDAHULUAN

Mushaf Al-Qur'an memiliki kedudukan yang sangat sakral sebagai pedoman hidup umat
Islam sehingga keautentikan setiap huruf dan ayat harus terjamin. Di Indonesia, tanggung jawab
pentashihan dan pengawasan peredarannya berada pada Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qut'an
(LPMQ)) sebagai unit pelaksana teknis Kementerian Agama Republik Indonesia (Alauddin &
Taufiq, 2025). Peran ini semakin penting seiring meningkatnya produksi mushaf cetak dan digital
(Khabibatur, 2025). Data resmi menunjukkan bahwa pada tahun 2025 LPMQ berhasil
memverifikasi 5.515.241 eksemplar mushaf guna mencegah kesalahan cetak yang dapat
memengaruhi keaslian teks Al-Qut'an (Ahmadi, 2025). Oleh karena itu, efektivitas sistem
pengawasan perlu dikaji untuk memastikan perlindungan terhadap kesucian mushaf tetap terjaga.

Kajian mengenai pengawasan mushaf Al-Qut'an telah dilakukan oleh sejumlah peneliti.
Martiningsih (2020) mengkaji-peran LPMQ dalam pembinaan dan pengawasan pencetakan Al-
Qur'an beserta kendala pelaksanaannya. Hanafi et al. (2021) meneliti kepatuhan penerbit terhadap
mekanisme pentashihan dan peredaran mushaf sesuai ketentuan yang berlaku. Sementara itu,
Maisya dan Rohman (2021) membahas perluasan peran LPMQ dalam pentashihan Al-Qur'an
digital sebagai respons terhadap perkembangan teknologi informasi. Selain itu, Yanti dan Rasyidah
(2023) membahas problematika publikasi mushaf Al-Qur’an di Indonesia, termasuk kesalahan
penulisan, kurangnya standar rujukan, serta persoalan regulasi dan sosialisasi pemerintah dalam
penerbitan dan pencetakan Al-Quran. Keempat penelitian tersebut memberikan kontribusi
penting dalam memahami aspek kelembagaan, kepatuhan penerbit, pengawasan mushaf digital,
serta berbagai persoalan dalam publikasi mushaf Al-Qur’an.

Berdasarkan kajian terdahulu, masih terdapat kesenjangan penelitian karena belum ada studi
yang secara khusus menganalisis sistem pengawasan mushaf Al-Qur'an oleh LPMQ menggunakan
perspektif efektivitas hukum. Peneclitian ini menggunakan Teori Efektivitas Hukum Soerjono
Sockanto sebagai pisau analisis utama. Analisis dilakukan berdasarkan lima faktor, yaitu faktor
hukum, penegak hukum, sarana atau fasilitas, masyarakat, dan kebudayaan (Soekanto, 1983).
Pendekatan tersebut diharapkan mampu memberikan gambaran yang lebih komprehensif
mengenai efektivitas pengawasan LLPMQ dalam menjamin mutu, keautentikan, dan legalitas
mushaf Al-Qur'an di Indonesia.

Penelitian ini bertujuan menganalisis efektivitas sistem pengawasan mushaf Al-Qur'an oleh
LPMQ  sekaligus mengidentifikasi  faktor-faktor — pendukung dan penghambat yang
memengaruhinya. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan memperkaya kajian sosiologi hukum
dan hukum Islam, khususnya terkait penegakan hukum normatif keagamaan di Indonesia. Secara
praktis, hasil penelitian diharapkan menjadi rekomendasi bagi Kementerian Agama dalam
memperkuat sistem pengawasan, menyempurnakan instrumen hukum, dan meningkatkan
partisipasi masyarakat dalam menjaga kesucian mushaf Al-Qur'an pada era digital.

METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan yang
dilaksanakan secara jarak jauh melalui wawancara video Zoom. Pendekatan ini digunakan untuk

memperoleh pemahaman mendalam mengenai pelaksanaan pengawasan peredaran mushaf Al-
Qur’an oleh LPMQ. Penelitian melibatkan dua informan kunci, yaitu Pentashih Mushaf Al-Qur’an
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Ahli Muda LPMQ (AZ), dan Ketua Tim Pembinaan dan Pengawasan Pentashihan LPMQ (AK).
Informan dipilih secara purposive berdasarkan pengetahuan dan keterlibatan mereka dalam proses
pentashihan dan pengawasan mushaf Al-Qur’an.

Data dikumpulkan melalui wawancara semi-terstruktur dan dokumentasi. Wawancara
dilakukan melalui Zoom selama 60—75 menit, direckam dan ditranskripsikan secara verbatim.
Dokumentasi digunakan sebagai data pendukung meliputi PMA Nomor 44 Tahun 2016, dokumen
dan laporan LPMQ), serta Pedoman Pentashihan. Keabsahan data diuji melalui triangulasi sumber
dan teknik. Analisis data menggunakan model Miles, Huberman, dan Saldafia yang meliputi
kondensasi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan (Miles & Huberman,
1992). Data dianalisis berdasarkan lima faktor efektivitas hukum Soetrjono Soekanto, yaitu faktor
hukum, penegak hukum, sarana atau fasilitas, masyarakat, dan kebudayaan (Soekanto, 1983).

Untuk menentukan tingkat efektivitas secara kualitatif, penelitian ini mengoperasionalkan
tiga kategori pada tiap faktor. Faktor hukum: efektif jika regulasi mengatur seluruh objek
pengawasan secara rinei disertai sanksi yang memberi efek jera; cukup efektif jika hanya sebagian
objek diatur dan/atau sanksi sebatas administratif; kurang efektif jika keduanya tidak memadai.
Faktor penegak hukum: efektif jika kompetensi dan jumlah personel sebanding dengan beban
pengawasan; cukup efektif jika kompetensi memadai tetapi personel terbatas; kurang efektif jika
keduanya tidak memadai. Faktor sarana: efektif jika sistem teknologi terintegrasi dan didukung
kerja sama lintas lembaga; cukup efektif jika sarana tersedia namun cakupannya terbatas; kurang
efektif jika sarana tidak tersedia atau tidak berfungsi. Faktor masyarakat: efektif jika mayoritas
pelaku usaha patuh penuh; cukup efektif jika kepatuhan tinggi pada pelaku besar namun rendah
pada pelaku kecil; kurang efektif jika mayoritas tidak patuh. Faktor kebudayaan: efektif jika nilai
religius masyarakat konsisten terwujud dalam kebiasaan verifikasi legalitas mushaf; cukup efektif
jika nilai tersebut kuat namun kebiasaan verifikasinya belum konsisten; kurang efektif jika keduanya
sama-sama rendah.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Mekanisme Pelaksanaan Sistem Pengawasan Mushaf Al-Qur'an oleh LPMQ

LPMQ merupakan Unit Pelaksana Teknis di bawah Kementerian Agama yang memegang
otoritas tunggal dalam menjaga keautentikan dan kemurnian teks Al-Qur'an yang beredar di
Indonesia. Akar sejarah pembentukan institusi ini bermula dari Musyawarah Kerja Ulama Ahli Al-
Qur'an tahun 1974-1983 yang melahirkan konsensus berupa Mushaf Al-Qut'an Standar Indonesia
melalui KMA Nomor 25 Tahun 1984 (Asifin et al., 2017). Saat ini LPMQ berada di bawah
koordinasi teknis Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama. Struktur organisasi berdasarkan
PMA Nomor 68 Tahun 2022 terdiri atas Kepala LPMQ (eselon I1.b), Subbagian Tata Usaha, serta
Kelompok Jabatan Fungsional sebagai pelaksana teknis substantif (LPMQ, 2025a). Jabatan
Fungsional meliputi Pentashih Mushaf Al-Qur'an dan Pengembang Tafsir Al-Qur'an dengan
jenjang karier dari Ahli Pertama hingga Ahli Utama (Agus, 2024).

Kualifikasi normatif untuk menjadi pentashih sangat ketat: wajib menghafal Al-Qur'an 30
juz secara mutqin dan menguasai ‘#lim al-Qur'an mencakup rasm ‘uthmani, dabt gira dt, setta waqf
tbtida (Kaltsum & Ulfah, 2022). Penguatan kelompok fungsional tercermin dari rekrutmen CPNS
2025 sebanyak 63 formasi Pentashih dan 30 formasi Pengembang Tafsir (Purnomo, 2025). Secara
geografis, kantor pusat LPMQ terletak di Gedung Bayt Al-Qut'an & Museum Istiglal, TMII,
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Jakarta Timur, yang terintegrasi sebagai pusat edukasi budaya Islam nusantara. Penyatuan pusat
pelayanan dengan ruang pameran artefak mushaf kuno merupakan strategi kultural untuk
mendekatkan pemahaman masyarakat terhadap evolusi penyalinan teks suci (Marki et al., 2024).
Seiring tuntutan modernisasi, LPMQ memperluas layanan ke ruang virtual melalui sistem
operasional berbasis digital yang memfasilitasi interaksi layanan secara daring (Mustopa, 2022).

Mekanisme sentral sistem kontrol preventif LPMQ diwujudkan melalui prosedur
pentashihan naskah master mushaf baru sebelum memasuki fase cetak massal, sebagaimana
diamanatkan PMA Nomor 44 Tahun 2016. Siklus pelayanan pentashihan pra-cetak saat ini
terintegrasi penuh melalui platform Layanan Tashih Online LPMQ berbasis web (LPMQ), 2020).
Tahap awal dimulai dari registrasi akun penetbit secara legal-formal, diikuti pengisian formulir
spesifikasi produk yang mencakup jenis mushaf, ukuran, tipe khat, hingga komponen suplemen.
Setelah data administrasi dinyatakan lengkap, penerbit diwajibkan mengirimkan dokumen bukti
fisik berupa cetakan naskah master utuh 30 juz beserta salinan digitalnya ke tim verifikator kantor
pusat (Kaltsum & Ulfah, 2022).

Proses verifikasi kelayakan awal dilakukan dalam jangka waktu maksimal dua hari kerja.
Apabila berkas lolos dan penerbit telah menuntaskan pembayaran Penerimaan Negara Bukan
Pajak, naskah diserahkan ke sidang komisi pentashihan, hal tersebut ditegaskan oleh Pentashih
Mushaf Al-Qur’an Ahli Muda LPMQ) dalam wawancara penelitian: “Yang kita tashih adalah master
mushaf Al-Qur’an yang diajukan oleh seluruh penerbit di Indonesia, sebelum mereka
menggandakannya dalam arti mencetaknya, maka sudah dipastikan naskahnya itu dalam keadaan
sahih. Kalau naskahnya sudah dipastikan tidak ada kesalahan, maka kita akan terbitkan Surat Tanda
Tashih. Artinya, semua mushaf yang mau dicetak dalam negeri harus mengajukan Surat Tanda
Tashih.” (AZ, Interview, 2026).

Berdasarkan keterangan tersebut, setelah naskah memasuki tahap sidang komisi
pentashihan, proses dilanjutkan dengan pemeriksaan dan pentashihan terhadap master mushaf
oleh tim pentashih. Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan bahwa naskah yang akan digandakan
atau dicetak berada dalam keadaan sahih dan tidak mengandung kesalahan. Apabila ditemukan
kesalahan, penerbit melakukan perbaikan tethadap naskah berdasarkan catatan hasil pentashihan
untuk kemudian diajukan kembali kepada LPMQ. Proses tersebut dilakukan hingga naskah
dinyatakan memenuhi persyaratan pentashihan. Setelah naskah dipastikan tidak terdapat kesalahan,
LPMQ menerbitkan Surat Tanda Tashih kepada penerbit. Surat Tanda Tashih tersebut menjadi
bukti bahwa master mushaf telah melalui proses pentashihan dan menjadi prasyarat bagi penerbit
untuk melanjutkan proses pencetakan mushaf .

Inti bekerjanya hukum pengawasan preventif terletak pada proses pembacaan naskah oleh
tim pentashih yang bekerja secara kolektif-kolegial. Satu naskah dibaca secara saksama, cermat,
lisan, dan berulang-ulang dengan target penelaahan rata-rata tiga juz per hari demi menjaga
stabilitas fokus. Pengawasan bertujuan mendeteksi deviasi teks, mulai dari hilangnya kata atau ayat,
tertukarnya urutan halaman, hingga kesalahan minor seperti ketidaktepatan harakat atau tanda
waqaf yang dapat mendistorsi makna semantik. Jika ditemukan kejanggalan, naskah dikembalikan
ke penerbit melalui sistem online disertai lembar catatan koreksi yang menerangkan spesifikasi
letak kesalahan. Penerbit diberikan tenggat waktu revisi sebelum dikirimkan kembali ke LPMQ
(Aini et al.,, 2025). Setelah naskah dinyatakan bersih, penerbit mencetak sampel purwarupa yang
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diperiksa pembaca untuk memastikan tidak ada pergeseran tata letak cetak. Setelah seluruh lapis
pengawasan terpenuhi, Kepala LPMQ menerbitkan Surat Tanda Tashih sebagai prasyarat mutlak
izin cetak industri (Thohir & Reditiya, 2024).

Sistem pengawasan LPMQ) tidak terbatas pada produk dalam negeri, melainkan mencakup
pengawasan ketat terthadap arus masuk mushaf Al-Qur'an impor dari luar negeri. Arus globalisasi
dan tingginya minat masyarakat terhadap variasi cetakan luar negeri seperti Mushaf Madinah
cetakan Mujamma' Malik Fahd menjadi latar pentingnya pengetatan regulasi pada pintu masuk
pabean (Zaelani, 2024b). Perlakuan hukum terhadap mushaf impor memiliki instrumen legalitas
berbeda secara administratif namun esensi ketelitian substantifnya sama ketatnya dengan produk
lokal. Untuk naskah impor yang diedarkan di Indonesia, dokumen yang diterbitkan adalah Surat
Izin Edar resmi dari Kementerian Agama (Saputra et al.; 2025). Prosedur dimulai ketika importir
mendaftarkan sampel mushaf melalui portal administrasi digital LPMQ. Setelah melalui proses
verifikasi dan pentashihan, jika dinyatakan sesuai dan aman, Surat Izin Edar dikeluarkan dengan
mencantumkan kuota volume impor yang disetujui.

Fase krusial terakhir adalah pelaksanaan pengawasan pasca-terbit terhadap mushaf yang telah
beredar di masyarakat untuk memastikan konsistensi kualitas cetakan sesuai sampel master.
Berdasarkan Pasal 16 ayat (4) PMA Nomor 44 Tahun 2016, Surat Tanda Tashih memiliki masa
berlaku dua tahun dan penerbit wajib mengajukan perpanjangan serta proses pentashihan ulang
untuk cetakan berikutnya (Zaelani, 2023). Dalam merealisasikan fungsi pengawasan hilir, LPMQ
menerjunkan tim pemantau lapangan berkala ke klaster wilayah strategis untuk menyisir toko buku,
pasar tradisional, gerai ritel, hingga gudang logistik penerbitan (Purnomo, 2019). Sasaran operasi
meliputi verifikasi kesesuaian nomor registrasi Surat Tanda Tashih serta pemeriksaan produk
kreatif dengan konten tambahan. Sepanjang tahun 2025, komitmen pengawasan hulu dan hilir
berhasil menjaring, memverifikasi, dan mengawal mutu peredaran fisik sebanyak 5.515.241
cksemplar mushaf di seluruh nusantara (Ahmadi, 2025). Langkah sinergis ini berupaya menutup
celah kebocoran produk cacat demi memelihara ketenteraman batin umat Islam dalam beribadah.

Analisis Faktor-Faktor Efektivitas Sistem Pengawasan Mushaf Al-Qutr'an
1. Faktor Hukum

Peraturan Menteri Agama Nomor 44 Tahun 2016 tentang Pentashihan Mushaf Al-Qutr'an
menjadi fondasi hukum utama LPMQ sebagai lembaga eselon 1T tunggal di bawah Kementerian
Agama. Regulasi ini memberikan mandat penuh atas tiga fungsi utama: pentashihan master naskah
dalam negeri, penerbitan Surat Izin Edar mushaf impor, hingga fungsi penyimpanan khazanah
mushaf kuno di Bayt Al-Qur'an. Namun demikian, analisis lebih lanjut mendeteksi adanya celah
ketertinggalan hukum yang signifikan ketika dihadapkan pada disrupsi teknologi digital. Materi
muatan PMA tersebut belum memadai untuk memayungi perkembangan Al-Qur'an digital secara
mendetail, hanya menyentuh aspek digital pada definisi formal semata. Hal ini juga ditegaskan oleh
Pentashih Al-Qur’an Ahli Muda LPMQ:

“Mengenai PMA Nomor 44 Tahun 2016 secara detail belum memadai sebagai landasan
untuk mushaf digital karena mushaf digital lebih hanya disebut pada pengertian tentang mushaf,
bahwa yang disebut mushaf adalah lembaran-lembaran atau media yang berisikan ayat Al-Qur’an
baik lengkap 30 juz atau bagian-bagiannya, cetak ataupun digital. Secara detailnya belum.” (AZ,
Interview, 20206).
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Keterangan tersebut menunjukkan bahwa regulasi yang ada belum memberikan pengaturan
teknis yang memadai terhadap perkembangan mushaf digital. Tidak adanya klausul turunan yang
secara khusus mengatur spesifikasi teknis aplikasi dan kepatuhan pengembang aplikasi dapat
menimbulkan persoalan dalam pelaksanaan pengawasan. Kondisi tersebut sejalan dengan kajian
Puspitasari (2021) yang menekankan perlunya sebuah regulasi untuk mengatur peredaran aplikasi
Al-Quran digital secara lebih mendetail.

Kelemahan lain terletak pada sanksi yang tersedia dalam PMA Nomor 44 Tahun 2016 yang
masih berorientasi pada sanksi administratif. Ketika ditemukan kasus kesalahan cetak atau
pelanggaran edar, LPMQ melakukan pemeriksaan terhadap dokumen pentashihan dan produk
yang telah dicetak untuk mengetahui sumber kesalahan. Tindakan yang dapat dilakukan antara lain
berupa surat teguran, peringatan, permintaan klarifikasi, hingea pencabutan Surat Tanda Tashih
dan penarikan produk dari peredaran. Keterbatasan jenis sanksi tersebut dapat memengaruhi daya
cegah terhadap pelanggaran, terutama ketika objek pengawasan telah berkembang ke ruang digital.
Kondisi ini sejalan dengan kajian Hikmawati & Setiawan (2024) yang menunjukkan bahwa akibat
hukum yang muncul dari sanksi di Indonesia berpotensi diabaikan karena berupa sanksi
administratif dengan akibat hukum yang hanya memiliki fungsi “reparasi”.

2. Faktor Penegak Hukum

Jabatan Fungsional Pentashih Mushaf Al-Qut’an menjadi unsur utama dalam pelaksanaan
pengawasan LPMQ. Proses perekrutan pentashih dilakukan melalui mekanisme penerimaan
aparatur pemerintah dengan persyaratan khusus. Ketua Tim Pembinaan dan Pengawasan
Pentashihan menjelaskan bahwa pendaftaran umumnya dilakukan melalui portal Calon Aparatur
Sipil Negara Kementerian Agama dengan persyaratan menghafal Al-Qur’an 30 juz dan lulus uji
kompetensi. Persyaratan tersebut menunjukkan bahwa kompetensi keilmuan menjadi perhatian
penting dalam menentukan kualitas personel yang bertugas melakukan pentashihan dan
pengawasan mushaf Al-Qur’an.

Kompetensi pentashih menjadi faktor penting karena proses pemeriksaan mushaf
membutuhkan ketelitian dan penguasaan ilmu-ilmu Al-Qur’an. Selain melakukan pentashihan
terhadap master mushaf sebelum dicetak, pentashih juga memiliki peran dalam pengawasan dan
pembinaan. Pentingnya keberadaan pentashih dalam pelaksanaan pengawasan ditegaskan oleh
Ketua Tim Pembinaan dan Pengawasan Pentashithan LPMQ: “Dan tidak kalah penting adalah
keberadaan pentashih itu sendiri karena merekalah yang akan menangani mushaf Al-Qur’an. Kalau
pentashihnya semakin baik, pengawasan nantinya juga akan semakin baik.” (AK, Interview, 20206).
Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa kualitas dan keberadaan pentashih menjadi salah satu
unsur penting dalam mendukung pelaksanaan tugas pengawasan LPMQ.

Namun, kualitas personel tersebut masih dihadapkan pada persoalan kuantitas. Data
kepegawaian menunjukkan terdapat 90 Jabatan Fungsional Pentashih Mushaf Al-Qur’an yang
menangani berbagai tugas, mulai dari pentashihan, pengawasan mushaf cetak dan digital, hingga
pembinaan (LPMQ, 2025b). Dengan cakupan tugas dan wilayah pengawasan yang luas,
keterbatasan jumlah personel dapat memengaruhi jangkauan pengawasan langsung di berbagai
daerah. Kondisi ini sejalan dengan penelitian Martiningsih (2020) mengenai pembinaan dan
pengawasan pencetakan Al-Qur’an oleh LPMQ yang menunjukkan bahwa pelaksanaan fungsi
pengawasan masih memerlukan penguatan agar pengawasan terhadap penerbitan dan pencetakan
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Al-Qur’an dapat dilakukan secara lebih intensif. Martiningsih menekankan pentingnya penguatan
sistem pengawasan terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam proses penerbitan dan pencetakan
Al-Qur’an. Temuan penelitian ini memperluas kajian tersebut dengan menunjukkan bahwa
penguatan pengawasan tidak hanya berkaitan dengan mekanisme pengawasan, tetapi juga dengan
kapasitas sumber daya manusia yang menjalankan fungsi tersebut.

Keterbatasan tersebut semakin terlihat seiring berkembangnya objek pengawasan. LPMQ
tidak hanya mengawasi mushaf cetak, tetapi juga mulai memperkuat pengawasan terhadap mushaf
digital melalui tim khusus yang memantau aplikasi, situs web, dan platform digital. Pentashih Al-
Qur’an Ahli Muda menjelaskan bahwa perkembangan mushaf digital yang sangat cepat serta
keterlibatan pengembang dari dalam dan luar negeri menjadi tantangan tersendiri bagi LPMQ.
Dalam konteks ini, penelitian Martiningsih (2020) lebih berfokus pada pembinaan dan pengawasan
pencetakan Al-Qur’an, sedangkan penelitian ini menunjukkan perluasan persoalan pengawasan
pada perkembangan mushaf digital. Perluasan objek tersebut menyebabkan tuntutan terhadap
aparat pengawasan menjadi semakin kompleks.

3. Faktor Sarana atau Fasilitas

LPMQ melakukan modernisasi fasilitas dengan meluncurkan Sistem Informasi Layanan
Tanda Tashih sebagai sarana vital pendukung efektivitas pengawasan di era kontemporer. Melalui
fitur pengaduan daring yang tertanam di dalamnya, sekat geografis antara masyarakat dengan
kantor pusat LPMQ berhasil dipangkas secara signifikan. Masyarakat dari berbagai penjuru daerah
dapat melaporkan temuan mushaf yang mengalami keganjilan atau salah cetak secara seketika.
Sistem ini dipastikan akan terus dikembangkan serta diperbarui kapasitas teknologinya seiring
berjalannya waktu demi memudahkan komunikasi dua arah.

Inovasi ini menjadi bukti komitmen LPMQ dalam merespons tantangan digitalisasi yang
semakin kompleks di tengah masyarakat. Ketua Tim Pembinaan dan Pengawasan Pentashihan
LPMQ menjelaskan: “Masyarakat sudah bisa melakukan aduan secara langsung secara online yang
melalui SILAT (Sistem Informasi Layanan Tanda Tashih). Didalamnya, terdapat fitur pengaduan
mushaf Al-Qur’an yang bermasalah dan bisa dilakukan dimanapun. SILAT ini akan terus
berkembang dan diperbarui seiring berjalannya waktu.” (AK, Interview, 2020).

Selain pemanfaatan Sistem Infromasi Layanan Tanda Tashih, lonjakan peredaran Al-Qur'an
digital di dunia maya direspons dengan membentuk tim siber khusus sebagai terobosan fasilitas
pengawasan. Tim ini telah sukses melakukan inventarisasi terhadap lebih dari 300 konten digital
yang memuat ayat-ayat Al-Qur’an yang beredar bebas di internet tanpa melalui proses tashih.
Untuk menutupi kelemahan eksekusi karena LPMQ tidak memiliki otoritas pemblokiran jaringan,
sarana ini diperkuat melalui kerja sama lintas sektoral bersama Kementerian Komunikasi dan
Digital. Melalui nota kesepahaman, apabila tim siber mendeteksi teks digital menyimpang, LPMQ
mengeluarkan surat rekomendasi agar Kementerian Komunikasi dan Digital melakukan tindakan
pemblokiran atau penghapusan akses. Kolaborasi ini menjadi solusi strategis mengingat banyak
pengembang aplikasi independen yang melintasi batas yurisdiksi negara. Sinergi antarinstitusi ini
menjadi kunci efektivitas pengawasan di ranah virtual (Zaelani, 2024a).

Analisis lebih mendalam menunjukkan bahwa peran kontrol negara tidak hanya diwujudkan
melalui penindakan aplikasi pithak ketiga, melainkan juga lewat penyediaan instrumen pembanding
resmi bernama Qur'an Kemenag yang diproduksi langsung oleh tim teknologi informasi LPMQ
sejak tahun 2016 (Marisa, 2023). Aplikasi ini dirancang sebagai standar acuan yang menyajikan teks
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Al-Qur'an digital berbasis Rasm Usmani Standar Indonesia secara sahih, lengkap dengan fitur
terjemahan edisi penyempurnaan, audio murattal, penunjuk arah kiblat, dan tafsir keagamaan yang
valid (Ziyadaturrohmah et al.,, 2025). Layanan ini terus diperluas cakupan ekosistemnya, salah
satunya melalui peluncuran resmi versi iOS pada tahun 2022 guna memperluas jangkauan
pengguna gawai pintar di Indonesia (Muzakky, 2020). Keberadaan aplikasi Qur'an Kemenag ini
secara teoretis berfungsi sebagai sarana filter untuk membendung peredaran database teks ilegal
yang mengandung kecacatan harakat.
4. Faktor Masyarakat

Dalam perspektif efektivitas hukum, faktor masyarakat berkaitan dengan tingkat kepatuhan
dan partisipasi pihak-pihak yang menjadi sasaran pengaturan hukum dalam melaksanakan
ketentuan yang berlaku. Keberhasilan pengawasan tidak hanya ditentukan oleh kualitas regulasi
maupun aparat penegak hukum, tetapi juga dipengaruhi oleh kesediaan masyarakat untuk menaati
aturan secara sadar. Dalam konteks pengawasan peredaran mushaf Al-Qur'an, faktor masyarakat
tercermin dari kepatuhan penerbit dan pelaku usaha percetakan dalam melaksanakan kewajiban
pentashihan, serta partisipasi masyarakat dalam mendukung peredaran mushaf yang telah
memenuhi standar yang ditetapkan oleh LPMQ (Fadlail, 2023).

Mayoritas penerbit skala besar telah mematuhi prosedur pentashihan melalui Sistem
Informasi Layanan Tanda Tashih scbagai bentuk kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku
(Hanafi et al., 2021). Meskipun demikian, masih ditemukan kesalahan teknis pada tahap pencetakan
massal akibat kurang optimalnya pengendalian mutu internal (Rathannur, 2025). Di sisi lain,
sebagian penerbit berskala kecil masih mengabaikan kewajiban melakukan pentashihan ulang
setiap dua tahun karena mempertimbangkan aspek biaya dan administrasi. Kondisi tersebut
menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan pelaka usaha terhadap ketentuan hukum belum
sepenuhnya merata. Oleh karena itu, peningkatan kesadaran hukum melalui pembinaan, sosialisasi,
dan pendampingan secara berkelanjutan menjadi faktor penting untuk meningkatkan efektivitas
pengawasan peredaran mushaf.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa kepatuhan penerbit tidak hanya dapat dilihat dari
pemenuhan ‘prosedur pentashihan pada tahap awal, tetapi juga dari tanggung jawabnya dalam
menjaga kesesuaian mushaf setelah proses pencetakan. Ketika ditemukan kesalahan pada mushaf
yang telah dicetak, LPMQ terlebih dahulu melakukan pemeriksaan untuk menentukan sumber
kesalahan tersebut. Pentashih Mushaf Al-Qur’an Ahli Muda LPMQ menjelaskan: “Kalau
ditemukan kasus kesalahan cetak misalnya, kita lakukan pemeriksaan terhadap dokumen yang
terdapat di Lajnah, apakah dokumen pentashihan atau dokumen yang sudah dicetak,
pengecekannya itu ya kajian juga apakah kesalahan tersebut bermuara pada pentashih atau penerbit
itu sendiri”. (AZ, Interview, 2020).

Hal ini menunjukkan bahwa kesalahan pada produk yang beredar tidak secara langsung
dikategorikan sebagai ketidakpatuhan penerbit, tetapi terlebih dahulu ditelusuri berdasarkan
sumber kesalahannya. Apabila kesalahan berasal dari tahap produksi, tanggung jawab penerbit
menjadi bagian penting dalam proses pengawasan karena penerbit berkewajiban memastikan
kesesuaian hasil cetak dengan naskah master yang telah ditashih. Dengan demikian, efektivitas
faktor masyarakat dalam sistem pengawasan LPMQ sangat dipengaruhi oleh kepatuhan dan
tanggung jawab penerbit setelah memperoleh persetujuan pentashihan.
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5. Faktor Kebudayaan

Dalam perspektif efektivitas hukum Soerjono Soekanto, faktor kebudayaan berkaitan
dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat dan memengaruhi cara masyarakat menerima serta
menjalankan hukum (Soekanto, 1983). Dalam pengawasan mushaf Al-Qur’an, faktor ini berkaitan
dengan nilai penghormatan terhadap Al-Qur’an dan bagaimana nilai tersebut membentuk
kesadaran masyarakat terhadap pentingnya keautentikan serta legalitas mushaf. Budaya religius
masyarakat Indonesia yang menempatkan Al-Qur’an sebagai kitab suci yang harus dimuliakan
merupakan modal budaya yang penting bagi pelaksanaan pengawasan mushaf (Yanti et al., 2023).
Nilai penghormatan tersebut dapat menjadi dasar munculnya kebutuhan terhadap mushaf yang
sahih dan bebas dari kesalahan. Hal ini ditegaskan oleh Ketua Tim Pembinaan dan Pengawasan
Pentashihan LPMQ:

“Semakin umat Islam sadar akan kitab sucinya maka pengawasan itu akan menjadi mudah
artinya memang umat Islam saat ini harus tercerahkan bahwa mushaf yang berhak beredar itu
adalah yang sudah ada tanda tashihnya” (AK, Interview, 2026). Pernyataan tersebut menunjukkan
bahwa kesadaran keagamaan masyarakat dapat menjadi kekuatan kultural bagi pelaksanaan
pengawasan LPMQ. Semakin kuat pemahaman masyarakat mengenai pentingnya keautentikan
mushaf dan status pentashihannya, semakin besar pula dukungan sosial terhadap ketentuan yang
mengatur peredaran mushaf.

Namun, nilai penghormatan terhadap Al-Qur’an belum dengan sendirinya membentuk
budaya hukum yang kuat dalam memeriksa legalitas mushaf. Perkembangan teknologi juga
mengubah pola masyarakat dalam memperoleh dan menggunakan Al-Qur’an. Mushaf digital dapat
diakses melalui berbagai aplikasi, situs web, dan platform digital, termasuk produk yang
dikembangkan oleh pihak dari luar negeri. Kondisi tersebut menjadi tantangan baru bagi LPMQ
karena masyarakat dapat mengakses mushaf secara mudah tanpa selalu mengetahui apakah sumber
teks yang digunakan telah melalui proses pentashihan (Firdaus, 2025). Oleh karena itu, penguatan
budaya hukum diperlukan agar penghormatan terhadap Al-Qut’an tidak hanya diwujudkan dalam
bentuk penghormatan secara religius, tetapi juga melalui kebiasaan memastikan keabsahan dan
status pentashihan mushaf yang digunakan.

Untuk memberikan gambaran yang ringkas, terstruktur, dan komprehensif mengenai tingkat
efektivitas sistem pengawasan mushaf oleh LLPMQ berdasarkan lima faktor efektivitas hukum
Soerjono Soekanto (Soekanto, 1983) disajikan tabel sintesis analisis sebagai berikut.

Tabel 1: Sintesis Efektivitas Sistem Pengawasan Mushaf oleh LPMQ

Faktor Efektivitas
Sistem Kondisi Empitis di Lapangan Status
P pang Efektivitas
Pengawasan
Memiliki dasar yang jelas (PMA 44/2016), namun belum
L . iy . . Cukup
Faktor Hukum memuat rincian teknis pengawasan digital, sanksi murni Efektif
e
administratif tanpa pidana deteren.
Faktor Penegak | Kualitas Jabatan Fungsional Pentashih sangat unggul tetapi Cukup
Hukum kuantitas personel terbatas dibandingkan beban ketja. Efektif
Faktor Sarana atau | Didukung aplikasi modern Sistem Informasi Layanan Tanda Efekif
e
Fasilitas Tashih, aplikasi Quran Kemenag dan didukung dengan
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pembentukan tim siber dan kemitraan strategis dengan

Kementerian Komunikasi dan Digital.

Kepatuhan penerbit lokal masih fluktuatif akibat adanya Cukup

Faktor M k
aktor Masyarakat kecerobohan cetak pabrik. Efektif
Faktor Nilai religius kuat, tetapi budaya literasi Surat Tanda Tashih dan Cukup
Kebudayaan kebiasaan cek legalitas mushaf digital masih rendah. Efektif

Tabel 1 di atas menjelaskan hasil sintesis efektivitas sistem pengawasan peredaran mushaf

oleh LPMQ berdasarkan lima faktor efektivitas hukum Soerjono Soekanto. Hasilnya menunjukkan

bahwa faktor sarana atau fasilitas berada pada kategori efektif, sedangkan faktor hukum, penegak

hukum, masyarakat, dan kebudayaan berada pada kategori cukup efektif. Hal ini menunjukkan

bahwa sistem pengawasan telah berjalan, tetapi masih terdapat beberapa aspek yang perlu

diperkuat. Seperti dijelaskan pada Tabel 2 di bawah, efektivitas pengawasan selanjutnya

dibandingkan antara mushaf cetak dan mushaf digital berdasarkan temuan penelitian.

Tabel 2: Rekapitulasi Efektivitas Berdasarkan Objek Pengawasan

Indikator

. Klaster Mushaf Cetak Klaster Mushaf Digital
Analisis
. i . . T
Karakteristik Berwujud fisik ( crtas. dal"l t?nta), Berwujud perarilgkat lun.ak (baris kode),
. peredarannya terlokalisasi di toko peredarannya nirbatas di internet.
Objek :
buku dan pasar domestik.
Kesiapan Sangat jelas dan kuat. Diatur secara Regulasi hanya memuat definisi umum,
esiapa
H kpm rigid dalam PMA No. 44 Tahun 2016 | belum ada petunjuk teknis detail
uku

dari proses pracetak hingga perizinan.

tentang aplikasi siber.

Prosedur Kontrol

Menggunakan sistem wajib daftar
pracetak, naskah master diperiksa
ketat sebelum digandakan.

Mekanisme pengendalian dilakukan
melalui pemantauan dan inventarisasi

terhadap produk digital yang beredar.

Terpusat di Jakarta, namun jangkauan
pengawasan berkala melemah di

Nirbatas. Tim Siber dapat melacak
ratusan aplikasi global, namun kesulitan

Rentang Kendali
crtang TS tingkat hilir/daerah karena menindak pengembang independen
keterbatasan fisik. luar.
Mekanisme Dilakukan langsung oleh.aparat . LPMQ bertindak sebagm
. LPMQ melalui pemanggilan penerbit | rekomendator, eksekusi penghapusan
Eksekusi . : : : S
dan perintah penarikan produk fisik. akses dilakukan oleh Komdigi.
Akar Masalah Kes'fllahan tekms.seperu kecerobohan | Penyebaran datef master mentah 1.le'gal
Utama mesin cetak pabrik, padahal master yang sama sekali belum pernah diajukan

naskah aslinya sudah sahih.

untuk proses pentashihan negara.

Jenis Sanksi
Tersedia

Sanksi administratif seperti surat
teguran, peringatan, hingga
pencabutan Surat Tanda Tashih.

Sanksi administratif berupa penutupan
akses jaringan, blokir aplikasi dan
penghapusan akses di dunia maya.

Berdasarkan Tabel 2, efektivitas sistem pengawasan mushaf oleh LPMQ menunjukkan

karakteristik yang berbeda antara mushaf cetak dan mushaf digital. Untuk mushaf cetak

konvensional, sistem relatif lebih kuat karena didukung regulasi yang lebih jelas, prosedur

pentashihan yang dilakukan sebelum penerbitan, serta mekanisme tindak lanjut yang dapat

Volume 1 No. 1 | 36-45
Copyright © 2022 | Al-Fahmu | E-ISSN: 2962-9314 | P-ISSN: 2964-1659



Judul Artikel | 11

dilakukan langsung oleh LPMQ terhadap penerbit. Namun, kelemahan masih terlihat pada
jangkauan pengawasan di daerah dan keterbatasan instrumen sanksi. Sementara itu, pada mushaf
digital, pengawasan telah dilakukan melalui pemantauan dan inventarisasi terhadap produk yang
beredar, tetapi efektivitasnya masih menghadapi kendala karena regulasi belum mengatur aspek
digital secara rinci dan tindak lanjut terhadap pelanggaran memerlukan koordinasi dengan
Kementerian Komunikasi dan Digital. Dengan demikian, semakin abstrak, cepat berubah, dan
lintas-batas objek pengawasan, semakin kompleks pula pelaksanaan pengawasan yang harus
dilakukan LPMQ.

Faktor Penghambat dan Pendukung Sistem Pengawasan

Efektivitas penegakan hukum tidak hanya ditentukan oleh keberadaan aturan, tetapi juga
oleh kemampuan aturan tersebut merespons objek yang diawasi. Berdasarkan hasil penelitian,
sistem pengawasan LPMQ menghadapi beberapa faktor penghambat dan pendukung yang
berkaitan dengan lima faktor efektivitas hukum Soerjono Soekanto. Faktor penghambat pertama
adalah keterbatasan regulasi dalam mengatur mushaf Al-Qur'an digital. Perkembangan aplikasi Al-
Qur'an berlangsung cepat dan pengembangnya tidak hanya berasal dari dalam negeri, tetapi juga
luar negeri. informan menjelaskan:

“Mengenai PMA No. 44 Tahun 2016 secara detail belum memadai sebagai landasan untuk
mushaf digital karena mushaf digital lebih hanya disebut pada pengertian tentang mushaf, bahwa
yang disebut mushaf adalah lembaran-lembaran atau media yang berisikan ayat Al-Qur'an baik
lengkap 30 juz atau bagian-bagiannya, cetak ataupun digital, secara detailnya belum. Nah, jika
ditemukan kasus kesalahan cetak misalnya, kita lakukan pemeriksaan terhadap dokumen yang
terdapat di Lajnah, apakah dokumen pentashihan atau dokumen yang sudah dicetak,
pengecekannya itu ya kajian juga apakah bermuara pada Pentashih atau penerbit itu sendiri.” (AZ,
Interview, 2026).

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa PMA Nomosr 44 Tahun 2016 telah mencakup
mushaf digital dalam pengertian umum, tetapi belum memberikan mekanisme pengawasan yang
rinci. Temuan ini sejalan dengan penelitian Puspitasari (2021) mengenai persoalan regulasi dalam
menghadapi perkembangan teknologi digital. Dalam perspektif Soerjono Soekanto, kondisi
tersebut menunjukkan bahwa faktor hukum menjadi salah satu kendala karena perkembangan
objek pengawasan lebih cepat daripada pengaturan yang tersedia.

Keterbatasan tregulasi juga berkaitan dengan aspek sanksi. Ketika ditemukan mushaf
bermasalah, LPMQ melakukan pemeriksaan dan memberikan tindakan administratif. “Setelah
pemeriksaan data, maka akan kita keluarkan surat teguran bahwasanya menjelaskan di mana
kesalahan, penerbit akan diminta untuk membuat surat klarifikasi. Jika kesalahan fatal maka akan
diminta untuk menarik produk dari peredaran di masyarakat, sementara ini belum ada sanksi
pidana, baru ada sanksi administratif berupa surat teguran, peringatan, dan pencabutan STT.” (AZ,
Interview, 20206).

Temuan tersebut menunjukkan bahwa mekanisme penegakan LPMQ masih bertumpu pada
sanksi administratif. Kondisi ini sejalan dengan penelitian Hikmawati & Setiawan (2024). yang
menunjukkan bahwa keterbatasan instrumen sanksi dapat memengaruhi kekuatan penegakan
hukum.
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Faktor penghambat berikutnya adalah keterbatasan sumber daya manusia dan jangkauan
pengawasan. Rekrutmen pentashih dilakukan secara ketat dengan persyaratan hafal Al-Qur'an 30
juz dan lulus uji kompetensi. Kualifikasi tersebut mendukung kualitas pentashihan, tetapi jumlah
personel dan luasnya wilayah Indonesia menjadi tantangan dalam pengawasan nasional. Kondisi
ini menunjukkan keterkaitan faktor penegak hukum dengan sarana atau fasilitas dalam teori
Soerjono Soekanto, karena kompetensi aparat perlu didukung jumlah dan jangkauan operasional
yang memadai.

Di sisi lain, terdapat beberapa faktor pendukung. Kedudukan LPMQ sebagai unit pelaksana
teknis Kementerian Agama memberikan dasar kewenangan dalam pelaksanaan pentashihan dan
pengawasan. Selain itu, standar pentashihan yang ketat dan kompetensi pentashih menjadi
kekuatan dalam mencegah kesalahan sejak sebelum pencetakan massal. Pemanfaatan Sistem
Informasi Layanan Tanda Tashih juga memperkuat pengawasan karena memungkinkan
masyarakat dan penerbit mengakses layanan serta menyampaikan pengaduan secara daring.

“Faktor yang mendukung efektivitas pengawasan buat lajnah itu adalah kesadaran umat
Islam terhadap mushaf Al-Qur'an, semakin umat Islam sadar akan kitab sucinya maka pengawasan
itu akan menjadi mudah. Artinya memang umat Islam saat ini harus tercerahkan bahwa mushaf
yang berhak beredar itu adalah yang sudah ada tanda tashihnya. Dan yang kedua adalah layanan
seperti Sistem Informasi Layanan Tanda Tashih itu, schingea memudahkan komunikasi antara
masyarakat dan LPMQ schingga meski dimanapun bisa juga melaporkan dan pasti akan
ditindaklanjuti.” (AK, Interview, 2026).

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa efektivitas pengawasan turut didukung oleh
kesadaran masyarakat dan sarana pengaduan. Hal ini sesuai dengan teori Soerjono Soekanto yang
menempatkan masyarakat serta sarana atau fasilitas sebagai faktor yang memengaruhi bekerjanya
hukum. Selain itu, pembentukan Tim Siber dan ketja sama dengan Kementerian Komunikasi dan
Digital juga memperkuat pengawasan terhadap mushaft digital.

KESIMPULAN

Hasil kajian menunjukkan bahwa sistem pengawasan mushaf Al-Qur’an oleh LPMQ) telah
berjalan melalui mekanisme pentashihan, pengawasan pencetakan dan peredaran, pembinaan, serta
penerapan sanksi administratif. Berdasarkan lima faktor efektivitas hukum Soerjono Soekanto,
faktor sarana atau fasilitas menjadi faktor yang paling mendukung, sedangkan faktor hukum,
penegak hukum, masyarakat, dan kebudayaan masih memiliki keterbatasan. Secara komparatif,
pengawasan mushaf cetak lebih terstruktur karena didukung prosedur dan regulasi yang jelas,
sedangkan mushaf digital menghadapi tantangan perkembangan teknologi, keberagaman platform,
serta regulasi yang belum rinci. Faktor pendukung meliputi kompetensi pentashih, Sistem
Informasi Layanan Tanda Tashih, tim siber, dan kerja sama antarlembaga, sedangkan
penghambatnya meliputi keterbatasan regulasi digital, sumber daya manusia dan luasnya jangkauan
pengawasan.

Kajian ini memiliki kelebihan karena mengintegrasikan lima faktor efektivitas hukum
dengan analisis terhadap pengawasan mushaf cetak dan digital. Namun, kajian masih terbatas pada
cakupan informan dan belum banyak menggali perspektif penerbit, pengembang aplikasi, dan
masyarakat. Diperlukan penguatan dan perincian regulasi pengawasan mushaf digital, khususnya
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terkait pentashihan, penerbitan, peredaran, dan pengawasan aplikasi Al-Qur’an digital. Penelitian
selanjutnya disarankan memperluas informan dan wilayah penelitian untuk memperoleh gambaran

yang lebih komprehensif mengenai pelaksanaan pengawasan mushaf Al-Qutr’an.
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